
BUPATI BARITO SELATAII

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAI{ BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 'iu' TAHUN 2O2O

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAII TAHUN AIIGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YAI{G MAHA ESA

Menimbang I a.

Mengingat :

b.

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Nlenteri Keuangan Nomor S/PMK.O7 l2A2A tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran
2A2A, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan Tahun Anggaran 2O2A;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Dana Alokasi Umum TambahanBantuan
Pendanaan Kelurahan;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkatll di Kalimantan ( LemLraran
Neraga Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) menjadi
Undang'Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor L82O l;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendalnaraan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400 );
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Llndang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tarnbahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2t \;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575 | ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20OS tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4ST6
) sebagaimanatelahdiubah den galPeraturanpemerintahNom
or 65 Tahun 2O1O tentangperubahan Atas
PeraturanPemerintahN omor 56 Tahun 2005
tentangSisteml nformasiKeuangan ;

Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2O1g tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2otg Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222 );

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2A1B tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL8 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62A61;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 21 Tahun ZOll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OOG tentang pedornan
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2}ll Nomor 310 );



-{)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosialyang Bersumber- dari Anggargl pendapatan dan BeranjaDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zaitNomor 45o) sebagaimana terah beberapa kari diubahterakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2a18 tentang pedoman pemberian Hibah danBantuan Sosial yang Bersumber dad anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara ne}"uuril<
Indonesia Tahun ZO79 Nomor 15);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2o15
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2o1s Nomor 2036 )sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Da-lam Negeri Nomor 120 Tahun 2o1g tentalg perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2o1g
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2al-9 Nomor
139); dan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun zol7tentang Kode dan Data wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Repubrik Indonesia Tahun
2ol7 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor z2 Ta]nun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data wilayah
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor l327l;

77. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 18
Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2008 Nomor 18);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2Ot9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A1g
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 4);



4

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI
UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da1am peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan'

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di
Kabupaten Barito Selatan.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat
kecamatan.

6. Dana Alokasi Umurn yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
d,ialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah
d.engan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya
disebut DAU Tambahan Banhran Pendanaan Kelurahan adalah dukungan
pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten Barito Selatan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaafl
masyarakat kelurahan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui
olehDewan Perwakilan Ralryat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturanDaerah.

5
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(1)
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BAB II

UMUM

Fasal 2

DAU Tambahan Bantrran pendanaal Kelurahal dialokasikan untuk memberi

dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalammemenuhi kewajiban

pengangga!'an bagr Kelurahan.

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dirnaksud pada

a5rat t1i tidak mengur=amgi korni-urren pendanaam Pemerintah Daer=ah

k"abupaten kepada Glurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan -

DAU Tam"pahal Bantuan Fendanaan Keiurahan sebagaimana dimaksuri pacia

ryat {1} digr-tnakan untuk menelanai kegiat-an pemtranglr-na-n sara-!1a e1-an

pi""*#a l(elurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan

sesuai dengafl peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalanr Negeri.

n^n lIxtrrAtf rll

KATEGORT DAN ALOKASI

Pasal 3

Besaran DAU Tambahan Baltuan Pendanaan Kelurahan sesuai dengan

kategori Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor

Ei PIvIK.OT |2OZS teniang Tata Cara Penyalural Daaa Alokasi Tambahan

Umr:m Tah,.:.n ,4,aggarae 202S.

Pemerintah Daerah mengalokasikan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan sebesar Rp.2.562.OOO.OOO,OO {Bua mityar lima ratus enarn puluh
dua juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7B Tahun 2OL9

tentang Rirrcian Anggaran Fendapaiarr dan Beianja F.legara ?ahurr Ar"iggaran
?nro

Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada 7
(tu.iuhlkelurahan secara merata.

Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per kelurahan
sebesar Rp.366,OOO.OOO,OO {tiga ratus enam puluh ena-rn juta rupiah).

Pasal 4

Rincian penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran yang mcrupakan bagtan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(r,

(u

{2.1

(3)

(4)
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BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menganggarf'-an ^!f! 
Tarnbahan Bantuan Pendanaan

id;;Jm Pada APBD Tahun Anggaran 2o2o'

BAB V

PENYALURAN

Pasal 6

tl}PenyaluranDAUTambahanBantuanPendanaanKeluralrandilaksanakan
secara bertahaP, dengan keteatuaa:

a. tahap I pali*g cepat brrla:: Pebruarr dan palinglambat br:la:r Juni 2a2a;

dan

b. tahap II paling cepat buian Maret dan paling larnbatbulal September

2A20.

(Zl penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimala

dirnaksud pada ayat (l)dilaksanakan pada masirrg-rnasing tahap sebesar 5OYo

{iimapuluh persen} dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

Keiur=ahan yang dianggarkan dalarn APBD'



BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkaa.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangarl peraturan
Bupati ini dengan perlempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal i", .-r:i 202A

SELJITAIS,
:\

Diundaregkan di Buntok
pada taaggal i'l ;:z:i 20i2fi

BARITO SELATAN

ffir*wAffi[qo

KABUPIITEN tsARTTO StrIATA}S ?AFTU}$ 2O2S NOMOR N,',

ffi
W
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